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ABSTRAK

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30
Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
lingkungan Perguruan Tinggi yang diterbitkan Menteri Pendidikan Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi pada 3 September 2021 sebagai solusi dari
kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi
di lingkungan perguruan tinggi menuai pro-kontra dari masyarakat. Permendikbud
Ristek 30/2021 ini dinilai cacat secara formil karena dalam perumusannya tidak
melibatkan banyak pihak dan juga cacat secara materiil karena dikhawatirkan
menjadi aturan pelegalan tindakan asusila di perguruan tinggi. Frasa “tanpa
persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Ristek 30/2021 dianggap sebagai
dasar hukum diperbolehkannya melakukan tindakan asusila di perguruan tinggi.
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana analisis
siyasah dustariyyah terhadap cacat formil dan materiil dalam Permendikbud Ristek
Nomor 30 Tahun 2021 dan bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap frasa "tanpa
persetujuan korban" pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) penulis
menggunakan sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain
sebagainya yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan terkait kekerasan
seksual dalam Permendikbud Ristek 30/2021. Penelitian ini bersifat deskriptif-
analisis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya
dengan objek penelitian untuk kemudian disusun dan dianalisis. Adapun objek
penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian akan dikaji, dideskripsikan serta
dianalisis menggunakan perspektif siyasah dustzriyyah dan juga fikih jinayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil dalam perumusan
Permendikbud Ristek 30/2021 sesuai dengan analisis siyasah dustiriyyah telah
melibatkan banyak pihak baik dari instansi Kementerian, para tokoh agama,
organisasi/komunitas, hingga para civitas akademika di perguruan tinggi yang
dilakukan dalam waktu yang cukup lama dengan melewati beberapa fase mulai dari
pengumpulan data, diskusi internal, uji publik, hingga harmonisasi. Secara materiil
Permendikbud Ristek 30/2021 secara jelas mengatur mengenai langkah
pencegahan, penanganan, perlindungan, serta sanksi administratif terhadap kasus
kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Frasa “tanpa
persetujuan korban” dalam Pasal 5 dalam kajian fikih jinayah menjadi bukti adanya
kekerasan seksual karena terdapat unsur paksaan atau ikrah yang berarti hilangnya
kerelaan dari salah satu pihak. Frasa “tanpa persetujuan korban” bukan landasan
diperbolehkannya melakukan tindakan asusila di lingkungan perguruan tinggi akan
tetapi menjadi pembeda antara pelaku dan korban dan menjadi pelindung bagi
korban ketika mengalami kekerasan seksual.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Siyasah Dustariyyah, Fikih Jinayah.
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MOTTO

“If youre finish changing, you re finished.”
-Benjamin Franklin-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surah keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987
tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
Tidak di
\ Alif
lambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< sa’ $ Es (dengan titik di atas)
z I J Je
Ha (dengan titik di
z Ha’ h
bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
Zet (dengan titik di
3 7al Z
atas)
D) Ra’ R Er
J Za’ Z Zet
o Sin S Es
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B Syin Sy Es dan ye
Es (dengan titik di
o Sad S
bawah)
De (dengan titik di
o Dad d
bawah)
Te (dengan titik di
L Ta’ t
bawah)
Zet (dengan titik di
L 7a’ /
bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam B ‘el
B Mim M ‘em
8] Nin N ‘en
9 Wawu W W
o Ha’ H Ha
e ‘ ‘ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap




AP Ditulis Muta’addidah

3 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila ta’ marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya.
FRN Ditulis hikmah
EERN Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ marbutah di ikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan kedua

itu terpisah, maka di tulis dengan h

RRPNRES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup dengan harakat fathédh, kasraz, dan dammah

ditulis t

hilB Ditulis Zakat al-fifrf

D. Vokal Pendek

- Fathah Ditulis A

- Kasrah Ditulis I

. dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis A




Alals Ditulis Jahiliyyah

Fathah + ya’ mati Ditulis A

et Ditulis Tansa

Kasrah + ya’ mati Ditulis I

m S Ditulis Karim

dammah + wawu mati | Ditulis U

P Ditulis Furiid
F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Ai

RS Ditulis Bainakum

Fathah + wawu mati | Ditulis Au

J3 Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ()

Al Ditulis A’antum

0K Gl Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Xi



1. Bila kata sandang A/if + Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan

al.
Ol Ditulis Al-Qur’an
ol Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan

huruf | (el)-nya.

B

Ditulis

as-Sama

o i

Ditulis

as-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam

rangkaian kalimat

menurut  bunyi atau

pengucapannya.
a3l g5 Ditulis Zawi al-furiid
AL Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal,

dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan

huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:
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Hla il s O il sy e
Syahru ramadan al-1az1 unzila fthil-Qur’anu.
K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur’an, hadis, mashab
syariat, lafaz.

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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ez 33l Ll oy
pda5 529 sty Al Jeg oibiasalls ¥l Gzl e a5 BLANIS atedlall &5 b dasdl
a3 Bl o3 £33 J plas
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua agama datang yang ke dunia mengajarkan kebaikan dan menyuruh
umatnya menjauhi perbuatan tercela dan dilarang apalagi sampai melakukan
kekerasan seksual terhadap orang lain. Terlebih agama islam dengan esensinya
sebagai rahmatan li al-'alamin yang datang untuk mengangkat harkat dan martabat
semua manusia dan melindungi manusia yang direndahkan dan dizalimi oleh
kelompok manusia lainnya sangat melarang tindakan kekerasan seksual.?

Islam juga telah menetapkan dalil atau hukum kekerasan seksual di dalam
Al-Qur’an, kitab suci umat islam. Ayat-ayat terkait kekerasan seksual menurut
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (selanjutnya disebut KUPI) tercantum dalam
Dokumen KUPI.? Salah satu ayat yang menjadi dalil larangan kekerasan seksual
adalah QS. An-Nisa’[4] ayat 19:®
Gl 1Y) B 30 L (i VS B SRadi W5 8 58 AN 1 5 ) AT Oas W 130 (0 10
VS 1 438 00 Jada 5 L 13A 080 O a0 34 S (8 & i haalls G s hdile 5 & A Aaly

Q)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa islam melarang melecehkan martabat

! Mubadaalah, “Berislam dengan Mendorong Penghapusan Kekerasan Seksual”,
https://mubadalah.id/berislam-dengan-mendorong-penghapusan-kekerasan-seksual/, Akses 25
Januari 2022.

2 Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, “TAFSIR AYAT-AYAT KEKERASAN SEKSUAL:
Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”,
Misykat, VVol. 06, No. 02, (Desember 2021).

3 An-Nisa“ (4): 19.


https://mubadalah.id/berislam-dengan-mendorong-penghapusan-kekerasan-seksual/

perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat.

Tindakan kekerasan seksual juga tidak dibenarkan di negara Indonesia.
Kekerasan seksual tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan negara Indonesia
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) diantaranya untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia yang kemudian dijabarkan lagi dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh
UUD 1945. Sebanyak 45 hak warga negara dijamin oleh negara sebagaimana dalam
UUD 1945 yang disebut dengan hak konstitusional. Salah satu wujud perlindungan
yang diberikan negara terhadap warga negaranya adalah perlindungan atas hak
bebas dari ancaman dan kekerasan. 4

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya
disebut UU TPKS), kekerasan seksual didefinisikan setiap perbuatan yang bersifat
fisik dan atau non fisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi
yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau
bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk
mendapatkan keuntungan yang herakibat penderitaan atau kesengsaraan secara
fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.®

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permendikbud Ristek

30/2021) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang

* Teguh Prasetyo, “Sistem Hukum Pancasila”, Bandung: Nusa Media, (2016), him. 23.

5> CNN, “Beda Definisi Kekerasan Seksual di RUU PKS dan RUU TPKS”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907070311-32-690612/beda-definisi-kekerasan-
seksual-di-ruu-pks-dan-ruu-tpks, Akses 25 Januari 2022.



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907070311-32-690612/beda-definisi-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-dan-ruu-tpks
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merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi
reproduksi, karena Kketidaksamaan relasi kuasa dan/atau gender, yang
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik
termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kehilangan
kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara aman dan optimal.®

Hingga saat ini kasus kekerasan seksual marak terjadi Indonesia.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya
disebut Kemen PPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan
mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara
pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637
kasus.” Menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut
Komnas HAM) Tahun 2021, sepanjang tahun 2020 tercatat kekerasan terhadap
perempuan sebanyak 299.911 kasus.®

Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi Indonesia dapat dijumpai
dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika berada di lingkungan instansi
pendidikan seperti perguruan tinggi. Merujuk pada survei yang dilakukan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (selanjutnya disebut

6 pasal 1 ayat (1).

" Raynaldo Ghiffari Lubabah, “Kemen PPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak
7191 Kasus”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 22:24 WIB di laman
https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-
7191-kasus.html.

8 Yulanda Widya, “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Meningkat Tajam,
Kapan RUU PKS Disahkan?”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 22:23 WIB
di https://yoursay.suara.com/kolom/2022/01/03/110314/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-di-
indonesia-meningkat-tajam-kapan-ruu-pks-disahkan.
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Kemendikbud Ristek) pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan
bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63% di antaranya tidak
melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif.’

Melihat tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di institusi
pendidikan khususnya perguruan tinggi, Kemendikbud Ristek mengeluarkan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan
Perguruan Tinggi. Permendikbud Ristek 30/2021 ini hadir sebagai solusi atas
berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.

Setelah dikeluarkannya Permendikbud Ristek 30/2021 memicu berbagai
respon dari masyarakat hingga tokoh publik. Permendikbud Ristek 30/2021 dinilai
sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang
berperspektif korban, salah satunya karena mengatur soal consent atau persetujuan.
Akan tetapi, terdapat pula penolakan dari Permendikbud Ristek 30/2021 karena
cacat secara formil karena prosesnya tidak melibatkan banyak pihak dan cacat
materil karena berpotensi melegalkan zina yakni dalam Pasal 5 yang

» 10

memuat consent dalam frasa “tanpa persetujuan korban”.

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah terjadi, peneliti tertarik

® Inge Klara Safitri, “Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus dan Pro-Kontra
Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 20217, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022
pukul 20:59 WIB di https://interaktif.tempo.co/proyek/kekerasan-seksual-di-
kampus/index.html#:~:text=Merujuk%20pada%20survei%20yang%?20dilakukan,karena%20khaw
atir%20terhadap%20stigma%20negatif.

19 yirdita Ratriani, “Rincian poin-poin penting Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 20217,
Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 23:52 WIB di
https://nasional.kontan.co.id/news/rincian-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-
2021-yang-tuai-kontroversi-1?page=all.
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untuk mengkaji adanya cacat formil dan materiil dalam Permendikbud Ristek
30/2021 melalui perspektif hukum islam khususnya dari sisi proses pembentukan

peraturan tersebut yakni siyasah dustiriyah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa
permasalahan yang menarik untuk dikaji, adapun permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis siyasah dustiriyyah terhadap cacat formil dan materiil
dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 20217
2. Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap frasa "tanpa persetujuan korban™

pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 20217

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Menganalisis adanya cacat formil dan cacat materiil dalam Permendikbud
Ristek Nomor 30 Tahun 2021 melalui pendekatan siyasah dustiriyyah. .

b. Meninjau frasa "tanpa persetujuan korban™ pasal 5 Permendikbud Ristek
Nomor 30 Tahun 2021 menggunakan perspektif fikih jinayah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberi sumbangan
pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang ilmu Hukum
Islam khususnya dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan
tinggi.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi



masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada khususnya sebagai
bahan bacaan serta referensi akademis dalam pengembangan ilmu Hukum
Islam di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya mencegah duplikasi karya tulis ilmiah dan juga menunjukkan
keaslian penelitian ini kiranya diperlukan telaah pustaka dengan mencari penelitian
terdahulu yang relevan dengan tema skripsi. Sesuai dengan tema skripsi “Kekerasan
Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Permendikbud Ristek Nomor 30
Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam” terdapat beberapa karya ilmiah yang
berkaitan antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni Hafshoh dan Suhairi tahun 2021
dengan berjudul “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di
Kampus” yang membahas mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang
terjadi di institusi Pendidikan namun mahasiswa masih belum memahami bahwa
kekerasan seksual yang terjadi di kampus disebabkan kampus yang tidak memihak
pada korban/penyintas. Dalam penelitian berfokus pada teori relasi kuasa Michel
Foucault dan Teori Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Johan Galtung.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa mahasiswa secara
umum telah paham mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan seksual namun kurang
memahami cara melaporkan adanya kekerasan seksual, tidak mengetahui
lembaganya serta mekanisme pelaporan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dari

pihak kampus sebagai wujud kepedulian terhadap mahasiswa terutama korban



kekerasan seksual.!

Penelitian yang dilakukan Muhammad Jailani tahun 2020 yang berjudul
“Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
(PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) — SK DIRJEN PENDIS
KEMENAG RI- Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS”. Dalam penelitian tersebut
menjelaskan mengenai Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerbitkan
Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) atas maraknya fenomena kekerasan seksual di
perguruan tinggi khususnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)
hingga kemudian dikeluarkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pencegahan
Kekerasan Seksual.*2

Penelitian Jeremya Chandra Sitorus tahun 2019 yang berjudul “Quo Vadis,
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus” yang
menekankan pelecehan seksual termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Pelecehan seksual di kampus terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara
dosen dan mahasiswa. Pelecehan seksual di lingkungan kampus harus mendapatkan
perhatian khusus baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kampus yang
mempunyai dua kedudukan, sebagai pembuat kebijakan dalam lingkungan kampus

dan sekaligus pengelola dari sebuah institusi pendidikan. Setiap korban harus

1 Nur Afni Hafshoh dan Suhairi, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di
Kampus”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender, Vol. 20, No.1, (2021).

12 Myhammad Jailani, “Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) — SK DIRJEN PENDIS
KEMENAG RI- Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS”, Journal of Gender and Social Inclusion
in Muslim Societies, Vol. 1, No.2, (Juli-Desember 2020).



mendapat perlindungan dan pendampingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Begitu pula dengan tim
investigasi yang dibuat oleh kampus harus memperhatikan keadaan psikologis dari
korban, bersikap adil, dan tidak memojokkan korban. Kemungkinan besar kampus
yang dapat menyelesaikan masalah pelecehan seksual di dalam lingkungan
otonominya mendapatkan reputasi yang baik dari publik.™

Penelitian oleh Usfiyatul Marfu’ah, Siti Rofi’ah, dan Maksun di UIN
Walisongo pada tahun 2021 dengan judul “Sistem Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Kampus”. Berdasarkan tersebut diketahui bahwa pencegahan
dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat dibutuhkan.
penelitian tersebut ditulis berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di Universitas
Islam Negeri (UIN) Walisongo dalam penanganan kekerasan seksual yang lebih
ditekankan pada kondisi sumberdaya yang dimiliki. Hasilnya, UIN Walisongo
dalam menindak kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan menggunakan
peraturan kode etik masih perlu mendapatkan evaluasi di beberapa poin diantaranya
: lembaga layanan, sarana prasarana, infrastruktur, serta tata ruang yang berspektif
gender hingga diperlukannya kerjasama antar pimpinan serta stakeholder di
lingkungan UIN Walisongo agar bisa menciptakan kampus yang ramah dan aman

dari kekerasan seksual.'*

13 Jeremya C. Sitorus, “Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan
Seksual di Kampus”, Lex Scientia Law Review, Vol. 03, No. 1, (Mei 2019).

14 Usfiyatul Marfu’ah, dkk., “Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Kampus” Kafa’ah: Journal of Gender Studies. This work is licensed under (CC-BY-SA), Vol. 11,
No. 1, (Januari-Juni 2021).



Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ariani Hasanah Soejati dan
dan Vinita Susanti dari Universitas Indonesia pada tahun 2020 yang berjudul
“Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus” yang
membahas mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kasus
kekerasan seksual di kampus di Indonesia. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa
keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual bisa menjadi solusi alternatif bagi
korban untuk kemudian mendapatkan keadilan. Akan tetapi pada prakteknya
implementasi keadilan restoratif tidak memadai untuk semua orang meskipun
berpeluang besar untuk bisa diterapkan secara penuh. Oleh karenanya negara harus
ikut serta menjadikan prioritas isu kekerasan seksual di kampus untuk bisa
mendapatkan payung hukum yang berpihak kepada korban.®

Penelitian yang dilakukan Nikmatullah yang termuat dalam jurnal UIN
Mataram tahun 2020 dengan judul “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan
Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus” yang berfokus pada tantangan yang
dihadapi kampus dalam menyikapi adanya kasus kekerasan seksual terkait
implementasi dari aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di
perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan
dikeluarkannya kebijakan Rektor sebagai tindak lanjut dari aturan pencegahan dan
penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan komitmen
pihak kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun di sisi lain

diperlukan keseimbangan antara peraturan yang dikeluarkan, birokrasi, dan juga

15 Ariani H. Soejati dan Vinita Susanti, “Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks
Kekerasan Seksual di Kampus”, Deviance: Jurnal Kriminologi, Vol. 4, No.1, (Juni 2020).
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sumber daya manusia yang memadai untuk bisa mewujudkan kampus ramah gender
dan bebas dari kekerasan seksual tanpa ada kepentingan pribadi atau melindungi
pelaku hanya demi citra nama baik kampus.®

Penelitian yang dilakukan oleh Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza,
Hanifatus Salamah, Alfira Mega Syahfitri, Muhammad Naufal Nabiila pada tahun
2021 dari Universitas Tidar dengan judul “Analisis Kasus Kekerasan Seksual
Mahasiswi UNRI Terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021”. Sesuai
dengan judul dalam penelitian ini para peneliti mengambil satu kasus kekerasan
seksual yang dialami mahasiswi tingkat akhir UNRI yang hendak melakukan
bimbingan skripsi akan tetapi malah mendapat perlakuan tak senonoh dari dosen
pembimbing namun kampus justru melindungi pelaku. Hal ini menjadi bukti nyata
dari lemahnya birokrasi kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Penelitian ini juga mengaitkan teori materialisme dan teori realisme yang memiliki
keterkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Permendikbud Ristek
30/2021 hadir sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di
lingkungan perguruan tinggi yang berpihak kepada korban.

Penelitian oleh Abdul Hamid (2021) yang berjudul “Perspektif Hukum
Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan

Tinggi”. Penelitian ini menegaskan bahwa Permendikbud Ristek 30/2021

16 Nikmatullah, “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan
Seksual di Kampus”, QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 2, (2020).

17 Printra D. U. Azzahra, dkk, “Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI
Terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021”, Jurnal Untidar: LONTAR MERAH, Vol. 4,
No. 2, (2021).
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bertentangan dengan nilai-nilai agama islam. Peraturan yang digadang menjadi
payung hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru menambah
kemungkinan terjadinya kenaikan kasus kekerasan yang semakin tinggi karena
terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang berarti jika korban setuju untuk
melakukan aktivitas seksual akan terjadi hal-hal dan tindakan yang dilarang oleh
agama dan norma yang berlaku di masyarakat seperti seks bebas karena terjadi atas
dasar suka sama suka. Oleh karena itu Permendikbud Ristek 30/2021 harus ditinjau
kembali dan direvisi dan juga dilakukan hak uji materiil baik melalui Pengadilan
Negeri maupun langsung ke Mahkamah Agung.*®

Penelitian Riyan Alpiyan mahasiswa pascasarjana Ull tahun 2021 yang
termuat dalam jurnal Lex Renaissance dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Penelitian ini juga
mengkaji Permendikbud Ristek 30/2021 sebagai pedoman dalam perlindungan
hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Permendikbud Ristek 30/2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan
tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku
kekerasan seksual di perguruan tinggi. Di dalam Permendikbud Ristek 30/2021
korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mendapat perlindungan
hukum sedangkan pelaku mendapat sanksi administratif. Hanya saja masih belum

ada undang-undang yang secara spesifik mengatur lebih lanjut mengenai kekerasan

18 Abdul Hamid, “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian
Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, 41’Adl Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, (Januari 2022).
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seksual .t

Penelitian oleh Abraham Ethan Martupa Sahat Marune tahun 2021 yang
berjudul “A Juridis Analysis of Regulations and Polemics in a Regulation
Concerning Higher Education’s Sexual Harassment” yang menganalisis supremasi
hukum dan polemik dalam Permendikbud Ristek 30/2021. Isi regulasi dalam
Permendikbud Ristek 30/2021 diyakini mampu menangani kedaruratan kekerasan
seksual yang marak terjadi di perguruan tinggi karena telah mencantumkan prinsip-
prinsip penting dalam melindungi hak-hak korban. Polemik frasa “tanpa
persetujuan korban” yang dianggap melegalkan zina merupakan masalah
pemahaman konteks yang salah arah. Oleh karena itu perguruan tinggi diharapkan
serius dalam melaksanakan Permendikbud Ristek 30/2021 guna mendorong
penghapusan kekerasan seksual.?

Selanjutnya terdapat penelitian Taffani Rahma Yuandara tahun 2022 yang
berjudul “The Minister of Research, Technology, Education, and Culture Issued a
Crisis Communication in Response to the Pros and Cons of Ministerial Regulation
No. 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher
Education”. Fokus dalam penelitian ini adalah masalah komunikasi Kkrisis
Menristekdikti dalam menyikapi pro-kontra Permendikbud Ristek 30/2021.
Komunikasi krisis ini perlu dilakukan karena kasus kekerasan seksual yang terjadi

sangat menjulang tinggi kemudian direspon dan diterapkan dengan penerapan

19 Riyan Alpiyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
di Perguruan Tinggi”, Lex Renaissance, Vol. 7, No. 1, (Januari 2022).

20 Abraham E. M. S. Marune, <A Juridis Analysis of Regulations and Polemics in a
Regulation Concerning Higher Education’s Sexual Harrassment”, Indonesian Journal of
Multidiciplinary Science, (2021).



13

regulasi berupa Permendikbud Ristek 30/2021. Terdapat penolakan dalam
Permendikbud Ristek 30/2021 ini sebagai pembenaran perzinahan menurut standar
agama dan sebagai legitimasi hubungan seks tanpa batas yang melanggar norma
masyarakat. Menyikapi hal tersebut Menristekdikti menggunakan teori
exemplification untuk mempengaruhi sikap dan respon public terhadap pro-kontra
tersebut. Menristekdikti melakukan pendekatan terhadap kegiatan tatap muka
dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun digital untuk menghapus konotasi
buruk terkait regulasi.?:

Penelitian yang dilakukan Atikah Rahmi dalam jurnal Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Sexual Violence in Universities:
Prevention Measures and Handling of The Concept of Permendikbud No 30 of 2021
and Islamic Perspective”. Penelitian ini mengupas lebih dalam permendikbud
ristek 30/2021 dan kontroversinya menggunakan perspektif islam. Kehadiran
Permendikbud Ristek 30/2021 sebagai payung hukum dalam mengisi kekosongan
hukum atas maraknya kasus kekerasan seksual dalam perguruan tinggi. Kontroversi
yang muncul atas kehadiran Permendikbud Ristek 30/2021 ini terkait frasa “tanpa
persetujuan korban™ atau ijab gabul dalam pasal 5 yang dianggap melegalkan zina.
Dalam islam kekerasan seksual tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan
maqashid syari’ah. Kekerasan seksual dan perzinahan merupakan dua hal yang

berbeda. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbud Ristek 30/2021

2l Taffani Rahma Yuandara, “The Minister of Research, Technology, Education, and
Culture Issued a Crisis Communication in Response to the Pros and Cons of Ministerial Regulation
No. 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education”, Budapest
International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Vol. 5, No. 1, (Februari
2022).
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fokus pada ranah kekerasan seksual, sedangkan perzinahan diatur dalam kebijakan
lain.??

Penelitian Achmad Fikri Oslami yang dimuat dalam jurnal syari’ah dan
peradilan islam yang berjudul “Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun
2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”. Pada jurnal ini membahas
tentang analisis konsep dasar dari Permendikbud Ristek 30/2021, urgensi dan
langkah-langkah konkrit yang menjadi isu utama dalam kajian permendikbud yang
harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut
menegaskan bahwa Permendikbud Ristek 30/2021 hadir sebagai langkah awal
untuk menanggapi keresahan seluruh instansi di lingkup perguruan tinggi terhadap
maraknya kekerasan seksual yang terjadi dan juga sebagai pedoman bagi pimpinan
perguruan tinggi untuk bisa mencegah, menindaklanjuti, melakukan pendampingan
dan perlindungan serta pengenaan sanksi dan juga pemulihan korban atas terjadinya
kekerasan seksual yang menimpa civitas akademika.?®

Penelitian yang dilakukan Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, Annisa
Fernanda, dan Baidhawi dengan judul “Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum
Islam” yang berfokus kepada frasa ‘“‘tanpa persetujuan korban’ yang dinilai sebagai

bentuk legislasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas yang kemudian

22 Atikah Rahmi, “Sexual Violence in Universities: Prevention Measures and Handling of
The Concept of Permendikbud No 30 of 2021 and Islamic Perspective”’, Jurnal UMSU: Proceeding
International Seminar on Islamic Studies, Vol. 03, No. 1, (Februari 2022).

2 Achmad Fikri Oslami, “Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam
Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”, AL-AHKAM: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam, Vol. 1,
No. 2, (2021).
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dijawab dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist Sunnah Rasulullah SAW.
Terdapat juga masukan dari masyarakat, apabila tidak ada perubahan dalam frasa
tersebut seharusnya diterbitkan peraturan tambahan yang mengatur larangan zina
di luar ikatan pernikahan karena sudah bertentangan dengan nilai ideologi bangsa
dan bertentangan dengan hukum dari agama di Indonesia.?*

Penelitian terakhir yang akan penulis cantumkan dalam telaah pustaka ini
merupakan penelitian yang dilakukan oleh Bakhrul Amal yang berjudul “Tinjauan
Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor
30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”. Menurut
jurnal tersebut, maksud dan arti dari frasa “tanpa persetujuan korban” dalam
Permendikbud Ristek 30/2021 yaitu sebagai upaya untuk membedakan hal-hal
mana saja yang dapat ditindak lanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
Adapun terkait delik pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” tersebut
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan perubahan di dalam
politik komunikasinya terkait produk hukum serta harus mampu menghindari
bahasa-bahasa yang multitafsir dan mengharmonisasi norma-norma di dalam
kebijakannya sesuai dengan asas hukum yang berlaku agar kebijakan yang

dikeluarkan tersebut tidak menimbulkan polemik.?®

24 Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, dkk., “Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam”,
Mutawasith : Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021).

% Bakhrul Amal, “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”,
Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan IImu Hukum,
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Yang membedakan penelitian yang nantinya penulis akan teliti dengan
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah permasalahan terkait adanya
cacat formil dan materiil dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang
dianalisis menggunakan perspektif siyasah dustiriyyah dan juga frasa “tanpa
persetujuan korban” yang ditinjau berdasarkan fikih jinayah.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik bermanfaat untuk memberikan arah dalam sebuah
penelitian agar memfokuskan peneliti. Dengan demikian untuk memecahkan
permasalahan dan menjawab permasalahan yang ada, peneliti menggunakan dua
teori yaitu siyasah dustiriyyah dan teori fikih jinayah.

1. Siyasah Dustiriyah

Siyasah dustiriyyah merupakan salah satu bagian dari fikih siyasah yang
membahas mengenai perundang-undangan negara. Disisi lain, kajian ini juga
membahas konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara
pemerintah dengan warga negara dan juga hak-hak warga negara yang wajib
dilindungi.?®

Dalam Khazanah Figh Siyasah dustiariyyah topik pembicaraan mengenai
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Secara spesifik

ruang lingkup pembahasan Siyasah dustiriyyah dibatasi tentang pengaturan

Vol. 3, No. 2, (November 2021).

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2014), him. 177.
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perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi
penyesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.?’

Menurut penulis, definisi dari siyasah dustiariyyah adalah suatu konsep
kajian dari hubungan antara pemimpin, pemerintah atau wakil rakyat dengan
rakyatnya yang membahas mengenai pengaturan dan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran hukum islam.

Prinsip dari siyasah dustiriyyah sebagai sebuah teori yang membahas
tentang masalah perundang-undangan agar sejalan dengan syariat Islam
memberikan penjelasan bahwa undang-undang yang dibuat harus mengacu kepada
konstitusi sebagaimana yang tercermin didalam hukum-hukum syari’at. Prinsip ini
mencerminkan hirarki perundang-undangan di Indonesia, dimana undang-undang
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara berupa undang-undang dasar.
Kemudian prinsip selanjutnya adalah tujuan kemaslahatan di dalam undang-undang
yang akan dibuat.?®

Siyasah dustiriyyah memberikan takaran bahwa sebuah undang-undang
harus sesuai dengan syariat atau tidak maka, perlu memperhatikan beberapa hal:?°
a. Undang-undang harus mengacu kepada konstitusi dan menegakkan kepastian

hukum serta keadilan sesuai dengan nilai-nilai syari’at;

21" A.Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2004), him .47.

28 Cholida Hanum “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah,”
Jurnal al-Ahkam, Vol. 4:2 (Maret 2019), him. 125.

2 Muhammad Ragil Arighi Shunas, “Siyasah dan Legislasi Dalam Rancangan Undang-
Undang Energi Baru dan Terbarukan”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2021).
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b. Undang-undang menjamin atas seluruh hak asasi manusia;
¢. Undang-undang bertujuan kepada kemaslahatan

Ketiga prinsip tersebut harus terpenuhi dalam proses legislasi undang-
undang agar terciptanya sebuah produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai islam.
2. Fikih Jinayah

Fikih jinayah terdiri dari dua kata, secara etimologi kata fikih berasal dari
lafal esé -429, -438 yang berarti paham atau memahami secara baik. Secara terminologi
kata fikih menurut Imam Syafi’i ilmu tentang hukum- hukum syariah yang bersifat
amaliyah (praktis) yang digali para mujtahid (pakar hukum Islam) dari dalil- dalil
yang terperinci baik yang terdapat didalam al-Qur’an maupun hadis.*® Adapun yang
dimaksud hukum syariah di sini adalah segala sesuatu yang berasal dari kehendak
Allah SWT.

Adapun kata jinayah berasal dari bahasa Arab dari kata 4t 5 -Lis-ab- s
yang berarti melakukan dosa maka menurut etimologi kata jinayah adalah nama
bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk sedangkan kata jinayah menurut
terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan
tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Menurut Jazuli bahwa istilah jinayah ini
sepadan (hampir sama) dengan istilah jarimah yaitu larangan — larangan syara’
yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta’zir.%

Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak

30 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 1.

81 Jazuli, Figih Jinayah, cet ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), him. 3.
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pidana. Menurut Abd al-Qadir Awdabh, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh
syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.®2

Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
hukum pidana dalam syari‘at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang
melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap
ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau
harta.®

Fikih jinayah didefinisikan juga sebagai suatu disiplin ilmu yang membahas
tentang tindak pidana dalam Islam yang menjelaskan berbagai norma, aturan,
rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukallaf serta tentang ragam hukuman
terhadap pelaku tindak pidana seperti gisas dan lain sebagainya.®* Semua yang
dikaji dalam fikih jinayah merupakan perpanjangan atau penjabaran dari hukum
Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW.

Adapun objek kajian utama kajian fikih jinayah terdiri dari beberapa unsur
yaitu:®
1. Unsur formal yaitu adanya nash yang secara tegas melarang perbuatan-

perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-

perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan al-ruknu al-syar’i (asas

32 Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963),
him. 67

33 Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1971), him. 64.

34 Hendra Gunawan, “Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)”, Jurnal el-Qanuniy:
Jurnal IImu-lImu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2017).

35 Muhammad Nurul Irfan, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2012), him. 2.
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legalitas);®

Unsur moril yaitu adanya unsur yang menyatakan bahwa seseorang telah
terbukti melakukan tindak pidana kejahatan baik melakukan perbuatan
kejahatan atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal
dengan al-ruknu al-mahdi;

Unsur materiil yaitu pelaku kejahatan harus sebagai subjek atau orang yang
dapat dimintai pertanggungjawaban atau dapat dipersalahkan bukan orang gila,
anak dibawah umur, atau berada di bawah ancaman (keterpaksaan). Unsur ini
dikenal dengan al-ruknu al-adabi. Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pelaku
tindak kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu orang yang telah dianggap
mampu bertindak hukum yang diukur dari kemampuannya berpikir yakni
orang yang sudah dewasa.®’

Selain ketiga unsur di atas, harus juga diperhatikan dalam fikih jinayah ada juga

beberapa hal dan keadaan yang menjadi sebab terhapusnya hukuman terhadap

pelaku tindak pidana yaitu:®

1.

Paksaan yakni seorang pelaku dipaksa untuk melakukan perbuatan tindak
pidana yang tidak dikehendakinya;
Mabuk yaitu orang mabuk yang sudah sampai mengigau sehingga

menghilangkan kecakapannya dalam bertindak, membuat tidak sah akad,

36 Muhammad Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), him. 26-27.

37 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Mugoronan bi Al-Qonun Al-

Wadh'i, Jilid 1, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996), him. 601-603.

% Hendra Gunawan, “Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)”, ..., him. 144.
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ucapan, dan perbuatannya. Apabila ia dipaksa untuk mabuk lalu kemudian dia
melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dikenakan hukuman. Berbeda
apabila ia mabuk atas kemauannya sendiri lalu melakukan tindak pidana
kejahatan, maka ia tetap dikenakan hukuman karena ia sengaja menghilangkan
kesadarannya sendiri;

3. Gila yaitu orang yang telah hilang akal, maka orang gila tidak dikenakan
hukuman;

4. Belum baligh yakni anak-anak yang belum tamyiz (belum memiliki
kemampuan berpikir) dan belum mengerti akibat dari perbuatan yang
dilakukannya:

5. Pelaku meninggal dunia.

F. Metode Penelitian
Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah
yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis
maupun teoritis. Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan
penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (library research)
yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan-
permasalahan dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literatur, jurnal

ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori dalam penelitian.®

39 Mustika Zed, Metode Penelitian Perpustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004),
him. 2.
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Penulis menggunakan sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan
lain sebagainya yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan terkait kekerasan
seksual dalam Permendikbud Ristek 30/2021.
2. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penguraian secara
teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan objek penelitian untuk
kemudian disusun dan dianalisis secara mendalam dan komprehensif.*® Adapun
objek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian akan dikaji, dideskripsikan serta
dianalisis menggunakan perspektif siyasah dustiiriyyah dan juga fikih jinayah.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu
dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai
macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30
Tahun 2021 untuk kemudian dianalisis secara cermat dengan teori siyasah
dustariyyah dan juga - fikih jinayah guna memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan.
4. Sumber data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam
Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), him. 18.
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Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari penelusuran pustaka
berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel serta peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap
dalam memperkuat data primer.
c. Data Tersier
Sumber data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari luar keilmuan hukum
guna melengkapi data-data dan membantu peneliti dalam menambah wawasan
seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita, media, dan bahan
perkuliahan yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait
kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam Permendikbud Ristek
30/2021.
5. Analisis Data
Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga
karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat sebagai solusi dari suatu
permasalahan. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif
kualitatif yaitu setiap item permasalahan yang ada harus terjawab dalam analisiss
data dengan mengaitkannya satu sama lain.** Peneliti harus memahami keseluruhan

pokok masalah yang diteliti dan tema pada data kualitatif yang diperoleh terkait

41 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1966), him. 252.
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kekerasan seksual dalam Permendikbud Ristek 30/2021 berdasarkan pandangan
siyasah dustiriyyah dan juga fikih jinayah.
G. Sistematika Pembahasan
Penulisan pembahasan dalam penelitian skripsi ini saling berkaitan bab
pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistem pembahasan tersusun dari:

Bab pertama, memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab |
ini memberikan gambaran awal dalam penelitian.

Bab kedua, membahas dan menjelaskan aspek teoritik yakni teori siyasah
dustiriyyah dan fikih jinayah. Dalam teori siyasah dustiriyyah penulis akan
memaparkan pengertian siyasah dustiriyah, dasar hukum siyasah dustiriyah,
ruang lingkup pembahasan siyasah dustiiriyah, dan prinsip-prinsip kajian siyasah
dustiriyah. Kemudian penjabaran teori fikih jinayah, yang membahas pengertian
fikih jinayah, dasar hukum fikih jinayah, unsur-unsur jinayah, dan juga macam-
macam jindyah.

Bab ketiga, menguraikan fokus penelitian yakni kekerasan seksual dalam
Permendikbud Ristek 30/2021 mulai dari pengertian kekerasan seksual, bentuk-
bentuk kekerasan seksual, relasi kuasa dalam kekerasan seksual di perguruan
tinggi, latar belakang diterbitkannya Permendikbud Ristek 30/2021, dan
kedudukan Permendikbud Ristek 30/2021 dalam peraturan peraturan perundang-
undangan di Indonesia.

Bab keempat, berisi analisis peneliti mengenai cacat formil dan materiil
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dalam Permendikbud Ristek 30/2021 berdasarkan siyasah dustiriyah, dan juga
tinjauan fikih jinayah terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” dalam pasal 5
Permendikbud Ristek 30/2021 .

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab
penutup yang akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang ditulis secara

lebih ringkas dan jelas dan rekomendasi dari penulis kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perumusan suatu peraturan perundang-undangan dalam tinjauan siyasah
dustiriyyah harus menekankan dan mengacu kepada konstitusi dan penegakan
hukum, menjamin hak asasi manusia, dan betujuan kepada kemaslahatan. Untuk
kemudian dapat mewujudkan tujuan dari prinsip kajian siyasah dustiriyyah dalam
perumusan suatu peraturan perundang-undangan diperlukan partisipasi banyak
pihak yang bertindak sebagai majelis syuro’ yang mampu memberikan masukan
yang membangun. Dalam perumusan Permendikbud Ristek 30/2021 membutuhkan
waktu lama dengan melalui berbagai fase dari pengumpulan data, diskusi internal,
uji publik, hingga harmonisasi yang tentunya dengan melibatkan banyak pihak
mulai dari kementerian, tokoh publik, hingga melibatkan civitas akademika di
Perguruan tinggi negeri maupun swasta. Adapun secara materiil Permendikbud
Ristek 30/2021 secara jelas mengatur mengenai langkah pencegahan, penanganan,
perlindungan, serta sanksi administratif terhadap kasus kekerasan seksual yang
terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam siyasah dustiiriyyah pembuatan suatu
kebijakan harus bertujuan untuk kemashlahatan umat. Mendikbud Ristek
mengeluarkan Permendikbud Ristek 30/2021 sebagai bentuk tanggung jawab atas
perlindungan dan keamanan warga negara dalam menempuh pendidikan tinggi.

Kekerasann seksual dapat menjadi penghalang terwujudnya tujuan

pendidikan nasional. Dalam islam kekerasan seksual merupakan kasus yang syarat

87
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akan dharar yang harus disegerakan penanganannya. Kekerasan seksual ini terjadi
karena adanya pelaku yang tidak mendapat persetujuan dari korban yang berarti ada
pihak yang dominan, memaksa, berlaku sepihak sehingga korban tidak berdaya
untuk menolak. Tujuan utama lahirnya Permendikbud Ristek 30/2021 adalah untuk
mecegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi. Frasa “tanpa
persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Ristek ini menjadi pelindung
bagi korban ketika mengalami kekerasan seksual. Paksaan atau ikrah dalam fikih
jinayah berarti hilangnya kerelaan dari salah satu pihak. Unsur persetujuan dari
korban menjadi perlindungan dalam menegaskan ketidakberdayaan korban untuk
melawan kekerasan seksual yang terjadi. Hukuman dalam kasus kekerasan seksual
dalam fikih jinayah belum ada had pasti akan tetapi hukuman dapat ditetapkan
berdasarkan besar dan kecilnya kesalahan pelaku. Meski demikian, terdapat sanksi
administratif yang akan dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual di lingkungan

perguruan tinggi sebagaimana dalam Pasal 13 Permendikbud Ristek 30/2021.

B. Rekomendasi

Pentingnya peran - pemerintah, masyarakat, hingga seluruh civitas
akademika perguruan tinggi untuk bersama-sama dalam mengawal penegakan
Permendikbud Ristek 30/2021 di seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun
swasta dengan memberikan edukasi nyata maraknya kasus kekerasan seksual
yang terjadi di lingkungan kampus demi menciptakan ruang aman dalam

menempuh pendidikan tanpa adanya kekerasan seksual.
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